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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan dunia bisnis, yang dilihat dari munculnya 

berbagai perusahaan-perusahaan dengan keunggulan masing-masing, membuat 

setiap perusahaan harus terus melakukan perubahan dan pembaharuan. Hal ini 

membuat kompetisi dalam dunia bisnis terus bergerak dan mengalami dinamika 

perubahan yang sangat cepat. Setiap perusahaan akan terus berlomba-lomba untuk 

meningkatkan dan memaksimalkan laba masing-masing perusahaan.  

Memaksimalkan laba atau keuntungan perusahaan merupakan salah satu 

tujuan utama perusahaan (Marthin et al. 2001). Laba atau keuntungan perusahaan 

adalah satu bentuk kinerja keuangan suatu perusahaan, semakin tinggi laba atau 

keuntungan sebuah perusahaan maka kinerja perusahaan tersebut akan dianggap 

semakin baik pula. Namun laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan dapat 

berkurang karena adanya pembayaran pajak penghasilan badan yang harus 

dikeluarkan oleh setiap perusahaan. 

Pajak merupakan andalan terbesar dari beban belanja APBN Indonesia. 

Pengeluaran negara yang semakin meningkat juga berdampak pada target pajak 

yang terus meningkat tiap tahunnya. Dalam menetapkan targetnya Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) berpatokan pada pertumbuhan potensi pajak yang ada. Pada 

tahun 2019 target penerimaan pajak sebesar Rp.1.577 triliun, namun faktanya 

penerimaan pajak saat ini adalah Rp.1.332 triliun. Nilai ini memiliki selisih 
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sebesar kurang lebih Rp.200 triliun dari jumlah yang harus diterima oleh Negara 

(Pajakku.com 2019).  

Kurangnya penerimaan pajak Negara karena Kementerian Keuangan 

mencatat jumlah wajib pajak (WP) yang memegang izin usaha pertambangan 

minerba lebih banyak yang tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan SPT 

nya dibandingkan yang melapor. Pada 2015 dari 8.003 WP industri batu bara 

terdapat 4.532 WP yang tidak melaporkan SPT-nya. Akibatnya, penerimaan pajak 

dari sektor minerba, terutama batu bara, masih jauh dari potensi yang 

sesungguhnya. Studi dari Prakarsa (2019) menemukan massifnya aliran keuangan 

gelap sektor komoditas batu bara selama 1989-2017 yang berasal dari aktivitas 

ekspor. Prakarsa mencatat adanya aliran keuangan gelap batu bara dari aktivitas 

ekspor sebesar US$ 62,4 miliar. Dari nilai tersebut, sekitar US$ 41,8 miliar berupa 

aliran keuangan gelap yang keluar dari Indonesia dan US$ 20,6 miliar dolar 

berupa arus keuangan gelap yang masuk ke Indonesia (Katadata.co.id 2019). 

Pajak merupakan sumber pendanaan penting bagi perekonomian 

Indonesia. Sejalan dengan fungsi utama yang diinginkan dalam peraturan 

perpajakan yaitu fungsi anggaran (budget), saat ini pajak adalah sumber 

penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 

Melalui pajak, pemerintah dapat menjalankan program-programnya dalam tujuan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset-

aset publik, dan fasilitas umum. 

 Bertentangan dengan pemerintahan, pajak bagi perusahaan merupakan 

beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga perusahaan selalu 
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menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Kurniasih and Ratna Sari 

2013). Adanya beban pajak yang memberatkan perusahaan dan pemiliknya, maka 

ada upaya untuk melakukan agresivitas pajak (Chen et al. 2010). Perusahaan 

mendapatkan regulasi yang tidak jelas dalam rangka agresivitas pajak untuk 

memperoleh outcome pajak yang menguntungkan (Dyreng, Hanlon, and Maydew 

2008). Agresivitas pajak merupakan pengurangan tarif pajak eksplisit yang 

mempresentasikan serangkaian strategi perencanaan pajak yang berawal dari 

manajemen pajak (tax management), perencanaan pajak (tax planning), pajak 

agresif (tax aggressive), tax evasion dan tax sheltering (Hanlon and Heitzman 

2010). 

 Agresivitas pajak merupakan salah satu cara untuk memperbesar 

keuntungan perusahaan yang diharapkan oleh pemegang saham (Agustia 2013). 

Agresivitas pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (tax planning), di 

mana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau 

bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Akan tetapi, perencanaan pajak tidak 

diperdebatkan mengenai keabsahannya, sedangkan agresivitas pajak merupakan 

sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. 

Batas antara agresivitas pajak dengan perencanaan pajak sering kali tidak jelas.  

Diskusi terkait sejauh mana batas yang diperkenankan untuk membedakan 

praktik perencanaan pajak yang dapat diterima, dengan agresivitas pajak yang 

tidak dapat diterima merupakan subjek debat yang berkepanjangan dan sering 

diselesaikan melalui proses sampai ke tingkat pengadilan tertinggi. Walaupun 

secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, semua pihak sepakat bahwa 
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agresivitas pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal 

ini dikarenakan agresivitas pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya 

basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang 

dibutuhkan negara. 

Kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pada penelitian ini peneliti menduga bahwa 

Corporate Governance dan Transfer Pricing memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan. Hal ini disimpulkan berdasarkan 

fenomena yang terjadi dilapangan.  

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi Agresivitas pajak yaitu 

Corporate Governance. Salah satu perusahaan yang melakukan agresivitas pajak 

dapat dilihat dari kasus yang terjadi pada PT Adaro Energy yang diduga 

melakukan agresivitas pajak. Berdasarkan laporan Global Witness yang berjudul 

Taxing For Adaro yang dirilis pada Jumat 5 Juli 2019, PT Adaro Energy 

dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di 

Indonesia. Hal ini untuk melakukan penghindaran pajak di Indonesia.  

Dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak,      

PT Adaro Energy telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang 

tersedia untuk pemerintah Indonesia digunakan untuk layanan-layanan publik 

penting hampir USD 14 juta per tahun. Laporan itu juga menyebutkan, pada 2008, 

Adaro membayar USD 33 juta untuk menyelesaikan perselisihan dengan Otoritas 

Pajak Indonesia (OJK). Direktur Utama PT Adaro Energy Tbk (ADRO) Garibaldi 

Thohir membantah ini, dikarenakan menurutnya “perusahaan telah menerapkan 
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Good Corporate Governance dengan baik dan juga sudah mengikuti aturan yang 

ada” (Merdeka.com, 2019). 

Faktor kedua yang mempengaruhi Agresivitas Pajak yaitu Transfer 

Pricing. Berdasarkan kasus yang terjadi pada perusahaan batubara di Indonesia 

yang diduga melakukan penghindaran pajak dengan skema transfer pricing. Hal 

ini dilakukan dengan cara membuat keuntungan di luar negeri sehingga pajak 

yang diterima di Negara Indonesia menjadi lebih rendah, berikut skema transfer 

pricing yang dilakukan PT Adaro Energy (Mongabay.co.id 2019): 

 

Sumber : Laporan Global Witness 

Gambar 1, Skema Transfer Pricing  

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengaku belum mengendus tinjauan 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait transfer pricing perusahaan 

batubara. Transfer Pricing perusahaan batubara ini barangkali membuat 

penerimaan pajak jadi melempem. Dalam laporan Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara (APBN) realisasi pendapatan sumbangan sektor pertambangan periode 

Januari-Juni 2019 tercatat sebesar 33,43 triliun. Angka ini anjlok 14,0% dibanding 
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tahun lalu. Padahal, kontribusi pajak pertambangan di periode yang sama pada 

tahun lalu tumbuh fantastis 80,3%. Dugaan praktik kecurangan perusahaan 

batubara ini bukan untuk yang pertama kalinya (Kontan.co.id 2019). 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan karena Indonesia 

merupakan pemain kunci dalam percaturan industri pertambangan batubara dunia. 

Selama puluhan tahun, industri batubara selalu diprioritaskan oleh negara lantaran 

kontribusinya besar dalam perekonomian nasional. Bahkan, kala krisis ekonomi 

global 2008 melanda, berkat sumbangsih industri batubara maka kondisi ekonomi 

Indonesia masih tetap tumbuh. Posisi tersebut membuat pelaku industri 

pertambangan batubara relatif tidak mendapatkan pengawasan yang memadai, 

sehingga sering kali terjadi kasus kerusakan lingkungan dan praktik-praktik 

imoral berupa penghindaran pajak (tax avoidance). 

Penelitian mengenai agresivitas pajak pada dasarnya sudah banyak 

dilakukan oleh para peneliti terdahulu, namun para peneliti tersebut masih 

memiliki perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh Corporate Governance 

dan Transfer Pricing terhadap agresivitas pajak. Corporate Governance yang 

diproksikan dengan dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan 

institusional menyebabkan adanya perbedaan hasil dari beberapa peneliti.  

Beberapa penelitian yang membuktikan bahwa Corporate Governance 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Corporate 

Governance yang diproksikan dengan dewan komisaris independen, pada 

penelitian yang dilakukan oleh Mulyani et al (2018), Yuwono (2019) dan 

Hariyanto & Utomo (2019) diperoleh hasil bahwa dewan komisaris independen 
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berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Novitasari, Ratnawati, & Silfi (2017) dan Setyawan, Wahyuni, & 

Juanda (2019) diperoleh hasil bahwa dewan komisaris independen berpengaruh 

positif terhadap agresivitas pajak. 

Corporate Governance yang diproksikan dengan komite audit, pada 

penelitian yang dilakukan oleh Nugroho & Firmansyah (2017) dan Novitasari et 

al (2017) diperoleh hasil bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap 

agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani et al (2018), 

Okrayanti, Utomo, & Nuraina (2017) dan Setyawan et al (2019) diperoleh hasil 

bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Corporate 

Governance yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, penelitian yang 

dilakukan oleh Nugroho & Firmansyah (2017) dan Setyawan et al (2019) 

diperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap 

agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani et al (2018), 

Okrayanti et al (2017) dan Novitasari et al (2017) diperoleh hasil bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.  

Selanjutnya transfer pricing juga dijadikan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Panjalusman et 

al (2018), Lutfia & Pratomo (2018) dan Agana, Mohammed, & Zamore (2018) 

diperoleh hasil bahwa transfer pricing berpengaruh positif terhadap agresivitas 

pajak. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Ardianto & Rachmawati (2018) 

dan Amidu, Coffie, & Acquah (2019) diperoleh hasil bahwa transfer pricing 

berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, serta perbedaan hasil penelitian para 

peneliti terdahulu maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan tema 

serupa, sehingga nantinya hasil penelitian ini dapat menjadi teori pendukung salah 

satu peneliti terdahulu, adapun judul pada penelitian ini adalah “Pengaruh 

Corporate Governance dan Transfer Pricing Terhadap Agresivitas Pajak 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan di BEI Tahun 2015-2019)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti 

mengajukan rumusan masalah mengenai variabel yang diteliti yang terdapat pada 

perusahaan Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Berdasarkan rumusan 

masalah tersebut peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan 

terhadap Agresivitas Pajak? 

2. Apakah Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas 

Pajak? 

3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap 

Agresivitas Pajak? 

4. Apakah Transfer Pricing berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas 

Pajak?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada penjelasan dari latar belakang masalah, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris terhadap variabel diteliti 

adalah sebagai berikut : 
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1. Menganalisis pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap 

Agresivitas Pajak 

2. Menganalisis pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak 

3. Menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas 

Pajak 

4. Menganalisis pengaruh Transfer Pricing terhadap Agresivitas Pajak 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat pada penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktif, sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan 

wawasan, informasi, pemikiran, dan ilmu pengetahuan kepada 

pihak lain yang berkepentingan. 

2. Sebagai acuan dan pertimbangan bagi penelitian yang selanjutnya 

khususnya yang melakukan penelitian berkaitan dengan faktor-

faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. 

b. Manfaat Praktif 

1. Bagi para manajemen perusahaan agar dapat menilai agresivitas 

pajak perusahaanya dan memerhatikan variabel-variabel pada 

penelitian ini terutama yang memiliki pengaruh signifikan terhadap 

agresivitas pajak 
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2. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan 

dan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh sehingga memperkaya 

ilmu pengetahuan di bidang terkait. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi pada penelitian ini terdiri dari lima bab. Dimana 

sistematika dari penulisan yang akan disusun adalah sebagai berikut, BAB I 

adalah Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah 

penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II adalah Landasan Teori Dan Pengembangan Hipotesis. Pada bab ini 

akan disajikan landasan teori yang digunakan pada penelitian ini tentunya yang 

berkaitan dengan corporate governance, transfer pricing pada perusahaan dan 

agresivitas pajak. Di samping itu, pada bab ini juga terdapat penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran, dan hipotesis yang dapat diambil. 

BAB III adalah Metode Penelitian. Pada bab ini dipaparkan tentang 

metode penelitian yang meliputi variabel penelitian dan definisi operasional, jenis 

dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis. 

BAB IV adalah Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Pada bab ini akan 

disajikan laporan hasil penelitian berupa data yang sudah diolah dan kemudian 

akan dibahas berdasarkan aspek ekonomi dan akuntansi. 

BAB V adalah Kesimpulan Dan Saran. Pada bab ini akan disajikan 

kesimpulan singkat dari hasil penelitian dan pembahasan, selain itu juga akan 

diberikan beberapa saran yang terkait dengan keterbatasan penelitian ini. 


